BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim
dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor
33/Pid. TPK/2020/PT Mks sehingga menyebabkan terjadinya disparitas
pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan
negara yaitu karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam
mempertimbangkan tingkat kesalahan dari Terdakwa, keadaan atau kondisi
yang melingkupi Terdakwa, pertimbangan bahwa Terdakwa telah
mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan,
dan adanya perbedaan besaran nominal kerugian keuangan negara dalam
kedua kasus ini. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
dalam kedua putusan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan
ukuran yang sama. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kriteria yang
jelas dalam penjatuhan pidana terkait perkara tindak pidana korupsi,
sehingga hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan dan hati
nuraninya.
B. Saran
Penulis memberikan saran agar ke depannya terdapat peraturan

perundang-undangan yang memberikan kriteria secara jelas mengenai
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aspek-aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan
pidana dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat dijadikan dasar
pertimbangan. Sehingga terdapat tolak ukur yang sama dalam memberikan
pidana pelaku tindak korupsi yang sesuai dengan perbuatan dan akibat yang

ditimbulkan oleh pelaku.
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